BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk menjamin ketepatan, efektivitas,
transparansi, dan akuntabilitas dalam pengalokasian
dan  pembagian  Alokasi Dana Desa, serta
menindaklanjuti adanya perubahan pagu dana alokasi
umum dan/atau dana bagi hasil yang diterima
Kabupaten, perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2026;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan
Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara
pengalokasian dan penetapan rincian Alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2026

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata
Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi
Dana Desa Tahun Anggaran 2026;



Mengingat

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin
dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 14);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7144);



10.

1LY

12

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1
Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 1);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor
19);

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025
Nomor 24);



Menetapkan

17. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2025
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2025 Nomor 35);

18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2026 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2026
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026
(Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAM RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengalokasian dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2026 (Berita Daerah Kabupaten barito Selatan Tahun 2026
Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Jumlah Desa di Daerah yang akan menerima ADD
berjumlah 86 (delapan puluh enam) Desa.

(2) Pagu ADD Tahun Anggaran 2026 untuk Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp.
63.967.740.700,- (enam puluh tiga milar sembilan
ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat
puluh ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Pengalokasian ADD untuk tiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Penyaluran ADD dilakukan dalam 2 (dua) tahap,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
paling cepat bulan Januari dan paling lambat
bulan Mei; dan

b. tahap II sebesar 75% (tujuh puluh lima
perseratus) paling cepat bulan Agustus dan
paling lambat bulan Nopember.

(2) Penyaluran ADD sebagaimana ayat (1) dilakukan
setelah Bupati melalui DPMD menerima persyaratan
sebagai berikut :

a. tahapI:

1.

rekomendasi Camat;

2. Peraturan Desa tentang APBDes dan
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APBDes;

3. laporan pertanggungjawaban realisasi
APBDes tahun sebelumnya yang sudah
menjadi Peraturan Desa;

4. permohonan penyaluran ADD Tahap I dari

_ kepala Desa;

S. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari
kepala Desa (bermaterai Rp.10.000); dan

6. laporan data aset Desa sampai dengan tahun
2025.

b. tahap II :

1. rekomendasi Camat;

2. laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap I
yang diambil dari hasil cetakan aplikasi
Siskeudes;

3. permohonan penyaluran ADD tahap II dari
Kepala Desa; dan

4. surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari

kepala Desa (bermaterai Rp.10.000).

(3) Format Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran
ADD Dari Kepala Desa Kepada Bupati melalui
Camat, Format Rekomendasi hasil Verifikasi dari
Camat, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Dalam hal pemerintah Desa meminta rekomendasi
Camat untuk pengajuan ADD di bulan September
tahun 2026 diberikan syarat tambahan berupa
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran berikutnya yang sudah menjadi Peraturan
Desa.

Dalam hal pemerintah Desa meminta rekomendasi
Camat untuk pengajuan ADD di bulan Desember
Tahun 2026 diberikan syarat tambahan berupa
Rancangan APBDes Tahun 2027 yang sudah dibahas
dan disepakati dengan BPD.

Persyaratan penyaluran ADD disampaikan oleh
kepala Desa kepada Camat wuntuk diverifikasi,
selanjutnya persyaratan tersebut beserta hasil
verifikasi Camat berupa Rekomendasi disampaikan
ke DPMD untuk divalidasi.

Camat wajib melakukan verifikasi terhadap
dokumen persyaratan pengajuan penyaluran ADD
yang disampaikan oleh Kepala Desa per tahapan
sebelum memberikan Surat Pengantar dan
Rekomendasi  serta  meneruskan  pengajuan
penyaluran ADD kepada Bupati melalui DPMD.
DPMD melakukan validasi dokumen permohonan
penyaluran ADD untuk penerbitan SPP dan SPM dan
diteruskan kepada BPKAD.

BPKAD selanjutnya menerbitkan SP2D untuk
menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa
yang bersangkutan.

. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok

g et erber 2026

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 september 2026

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 18
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN  RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BENTUK DAN ISI DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN

ALOKASI DANA DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYALURAN ADD DARI KEPALA

DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT

F A PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
ks KECAMATAN ....cveeeeverereenenne
S DESA...coveererrereereerecnas
- AlAINAL foiveiiieie e
Desa...... ) eeereeaaeaneaes
Nomor
Lampiran
Perihal Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... Tahun Anggaran 2026
Kepada
Yth. Bupati Barito Selatan
Cqg. Camat
di -
Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Selatan

Nomor.....Tahun..... tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
Setiap Desa Tahun 2026, dengan ini disampaikan permohonan

penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2026 Tahap ....... {s:::%0)
Tahun 2026 Desa........... Kecamatan........ Kabupaten Barito Selatan
sehesar  Rp...csiivess T T— )  untuk  membiayai

kegiatan yang tercantum dalam APBDes Tahun 2026 sebagai
berikut:

1. Kegiadam... oo sebesar RP....wvemoe  — )
2. Kegiatan.,...ccrsimsvoves SEBEBAE R cuicssvinan fomunauancan e e )
3. Dst

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan persyaratan
permohonan penyaluran ADD Tahap........ Tahun 2026 sebagai
berikut:

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan
dan kerjasama Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Desa.........

(nama)



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR : / /2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama
Jabatan s Kepala Desa s menssnmsemsssmsnesmni
Alamat s dalatle s D8 Kecarmatati... s Kabupaten Barito

Selatan.

dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab mutlak terhadap
kebenaran penggunaan dana dan laporan pertanggungjawaban penatausahaan
pengelolaan dana desa yang lengkap dan sah.

Apabila di kemudian hari terjadi penyimpangan terhadap penggunaan Alokasi
Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Dana Bagi Hasil
Retribusi Daerah (BHRD) serta laporan pertanggungjawaban penatausahaan
sebagaimana tersebut diatas sehingga menimbulkan kerugian negara, maka

saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai salah satu

syarat penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap.... Tahun 2026.

.................... , tanggal/bulan/tahun
KEPALA DESA...........

Materai

Rp. 10.000,-

(Nama)



C. FORMAT REKOMENDASI CAMAT PENYALURAN ADD PERTAHAPAN/ SILTAP
Ub. ........ 2026.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN .......... crvensesnensiBIRIITOL R s

Nomor

Lampiran

Perihal :  Permohonan rekomendasi
penyaluran Alokasi Dana Desa
Tahap... /SILTAP Ub. .......
Tahun Anggaran 2026

Kepada

Yth. Bupati Barito Selatan
Cq. Kepala DPMD Kab. Barito
Selatan.

di Buntok.

Sehubungan dengan Surat Kepala Desa.............. Nomor ....... Tanggal......coossves
Perihal Permohonan Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/SILTAP
Ub. viieiiiiienns Tahun Anggaran 2026, maka bersama ini kami sampaikan Surat
Rekomendasi Penyaluran sebagai berikut :

) Jumlah yang Keterangan
Na. Usraiiam disalurkan ke RKD &

ADD TAHAP

SILTAP UDb.. icoenss- 2026

JUMLAH Rp.

Berkenaan dengan dokumen persyaratan yang terlampir dalam surat
permohonan diatas, setelah kami verifikasi sudah lengkap dan memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi bahan proses selanjutnya dan terima kasih.



D. Permohonan Pengajuan Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, dan BPD.

Nomor

Lampiran

Perihal

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
KECAMATAN ..cccooceecncnnccccncs
DESA ..ccoeveevccnncans

Kepada
............................. Yth. Bupati Barito Selatan
15 (Satll) berkas Cq Catrial esesausas
: Permohonan Pengajuan di
Penghasilan Tetap Pemerintah
Desa, dan Tunjangan BPD.
TEMPAT

Bersama ini disampaikan dengan hormat, Surat Pengajuan
Penghasilan Tetap Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan BPJS
LIDn sonsmasnammons 05 - M- Kecamatan ...ceoessssvsassss Tahun

Anggaran ........ sebesar Rp. w.esceesvvs Lo nmseammnnnnsnemnm o nd )

Denagn Rincian :

1. Siltap Kepala Desa dan Perangkat B 54 TR —
2. Tunjangan BPD ! B0 sesenssimerssumssags
Total ERDL svsenosmemsnsnmasdie

Demukian disampaikan untuk bahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA DESA...........

(Nama)



E. Surat Pernyataan Tanggung J awab Mutlak

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DESA ..coveecnsconssecs

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama el R R

Jabatan : Kepala Desa ...... Kecamatan.....Kabupaten Barito Selatan

Alamat e e s, s SR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.

Perhitungan yang terdapat pada daftar pengajuan penghasilan tetap Kepala
Desa, Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD telah dihitung dan diteliti dengan
benar berdasarkan dengan penilaian yang objektif atas pelaksanaan tugas
Pemerintah Desa serta telah sesuai atas nama, jabatan dan nomor rekening

masing-masing yang bersangkutan.

. Total permintaan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Tunjangan BPD Ub. .........cooeevnnnns Tahun ............

Dengan rekakapitulasi sebagai berikut :

a. Jumlah SILTAP Kades, Perangkat dan Tunjangan BPD 1 Rp. .....ocooeeiennn
=211 Lo Yo )

. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/Kelebihan atas pembayaran

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD, kami
bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Desa dan apabila
terjadi kesalahan transfer akibat kesalahan nomor rekening berdasarkan daftar
pengajuan yang kami buat hal tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh

kesadaran untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di e VA SRR
Pada Tanggal T ——

KEPALA DESA...........

Materai
Rp. 10.000,-

(Nama)
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